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P U T U S A N

Nomor 902/Pdt.G/2022/PA.Tbh

الرحـيـم    الرحـمـن الله بـســـــــــم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat  pertama dalam persidangan majelis  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

P, tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, 17 Agustus 1975, Jenis Kelamin

Perempuan,  Agama  Islam,  Pendidikan  Terakhir  SD,

Pekerjaan  Pedagang,  NIK.  1404015708750002,  HP.

082278334198,  Alamat  Jl.  Inpres,  RT.001,  RW.013,

Kelurahan  Pulau  Kijang,  Kecamatan  Reteh,  Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai PENGGUGAT

Melawan 

T,  tempat dan tanggal lahir di Pulau Kijang, 01 Januari  1967, Jenis Kelamin

Laki-laki,  Agama  Islam,  Pendidikan  Terakhir  SD,

Pekerjaan Wiraswasta, NIK. 1404010101670001, Alamat

Jl.  Industri,  RT.003,  RW.011,  Kelurahan  Pulau  Kijang,

Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,

sebagai TERGUGAT. 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat telah mengajukan surat  gugatannya tertanggal  12

Desember  2022 yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Tembilahan  dengan  register  Nomor  902/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal  12

Desember 2022, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami isteri  sah, menikah

pada tanggal  14  Februari  1993 dihadapan Pegawai  Pencatat  Nikah KUA
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Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor : 366/22/II/1993, tertanggal 15 Februari 1993, yang dikeluarkan

oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa  dalam  buku  nikah  nama  Tergugat  Syamsuddin  bin  H.  Dg.

Magangka adalah orang yang sama dengan T sesuai  berdasarkan Kartu

Keluarga;

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  rukun  dan

harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), telah dikaruniai

dua orang anak, masing-masing bernama Nurdiana Safutri, umur 25 tahun

dan  Muhammad  Ariadi,  umur  16  tahun,  anak  tersebut  sekarang  dalam

asuhan Penggugat;

4. Bahwa  selama  dalam  ikatan  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan

Tergugat  hidup bersama sebagai  suami isteri,  bertempat tinggal  di  rumah

kontrakan di Parit 4 Kelurahan Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten

Indragiri  Hilir  selama  kurang  lebih  1  tahun  kemudian  pindah  di  rumah

kediaman  bersama  di  Parit  4  Kelurahan  Pulau  Kijang  Kecamatan  Reteh

Kabupaten Indragiri Hilir hingga berpisah;

5. Bahwa  sejak  bulan  Agustus  tahun  2014  kehidupan  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan  tidak  harmonis  lagi

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang  penyebabnya

adalah  Tergugat  tidak  dapat  memberi  nafkah  secara  layak  kepada

Penggugat karena Tergugat malas bekerja;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Agustus  tahun  2017,  Tergugat  pergi

meninggalakn  Penggugat  pada  alamat  sebagaimana  tersebut  di  atas

sehingga sampai  sekarang ini  telah berpisah tempat  tinggal  selama lebih

kurang , selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah

diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat

tidak  sanggup  lagi  untuk  meneruskan  hidup  berumah  tangga  dengan

Tergugat;

Halaman 2 dari 17. Putusan No. 902/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,

agar  segera  memeriksa  dan mengadili  perkara ini,  selanjutnya menjatuhkan

putusan sebagai  berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughro Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, kedua  belah  pihak  berperkara  telah  menempuh  prosedur

mediasi  dengan  bantuan  mediator bernama  AHMAD  KHATIB,  S.H.I.,

sebagaimana  Laporan  Mediator tanggal  02 Januari 2023,  akan tetapi mediasi

tersebut tidak berhasil; 

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berpegang pada dalil-

dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dalam  sidang  tertutup  untuk

umum  dengan  membacakan  surat  gugatan  Penggugat,  yang  maksud  dan

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  telah

mengajukan jawabannya secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa  Tergugat mengakui  dalil-dalil  Penggugat sebagian,  dan

menolak dalil-dalil Penggugat sebagian lainnya; 

2. Bahwa mengenai  dalil  Penggugat angka 1 s/d angka  4 adalah

benar; 
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3. Bahwa  mengenai  dalil  Penggugat pada  angka  5 adalah  tidak

benar tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai  tidak rukun

sejak  Tergugat  pulang  dari  Sulawesi  tahun  2017,  dan  penyebabnya

adalah tidak benar jika Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak

kepada  Penggugat  karena  setelah  Tergugat  pulang  dari  Sulawesi

Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat tetapi Penggugat tidak mau

menerima Pemberian Tergugat dan pada tahun 2020 Tergugat memberi

uang kepada Penggugat sejumlah 10.000.000 juta rupiah;

4. Bahwa  mengenai  dalil  Penggugat pada  angka  6  adalah  benar

terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan pada tahun 2017 tetapi  sampai

dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah walalupun

Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak satu  kamar lagi  dan terkadang-

kadang Tergugat tidur dikapal, kemudian  Penggugat dan Penggugat dan

Tergugat  sudah  tidak  berhubungan  badan  sejak  tahun  2017  sampai

dengan saat ini;

5. Bahwa  mengenai  dalil  pada  angka  7  bahwa  Tergugat  tidak

keberatan  berpisah  dengan  Penggugat  akan  tetapi  Penggugat  pergi

meninggalkan rumah;   

Bahwa,  terhadap  jawaban  dalam  Tergugat  tersebut,  Penggugat  telah

mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap pada

gugatan Penggugat dan membantah jawaban Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa  mengenai  jawaban  Tergugat  terhadap  posita  angka  5

bahwa memang benar mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak

tahun 2014 tetapi puncaknya tahun 2017 dan tidak benar Tergugat ada

memberi  uang  sejumlah  10.000.000  rupiah,  serta  yang  membuat

Penggugat marah kepada Tergugat adalah karena pada waktu Tergugat

pergi  ke  Sulawesi  Tergugat  tidak  ada  meninggalkan  nafkah  untuk

Penggugat;

2. Bahwa  mengenai  jawaban  Tergugat  terhadap  posita  angka  6

bahwa  memang  benar  terkadang-kadang  Tergugat  masih  pulang  ke

rumah tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu kamar lagi;
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Bahwa,  terhadap replik  Penggugat,  Tergugat  telah mengajukan duplik

secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya tetap dengan jawabannya dan

membantah Replik Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa  Terhadap  Replik  Penggugat  terhadap  posita  angka  5

adalah memang benar Tergugat tidak ada memberi  nafkah kepada

Penggugat pada waktu Tergugat pergi ke Sulawesi karena dirumah

Penggugat mempunyai usaha warung;

 Bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA Kecamatan  Reteh,  Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, No. 366/22/II/1993, tanggal 15 Februari 1993.

Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,  dicocokkan

dengan aslinya  yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,  kemudian

diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. S1,  umur  51 tahun,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Tetangga Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

selama 7 tahun terakhir;

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak

ada memberi nafkah lahir dan batin;

- Bahwa  saksi  tahu  Penggugat  dan  Tergugat  masih  satu  rumah

tetapi tidak satu kamar;

- Bahwa  saksi  tidak  ada  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar dan saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

2. S2,  umur  70 tahun,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Tetangga Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa awal nikah Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis

tetapi  sejak 5 tahun terkahir  rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

sudah tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa  penyebab  Pertengkaran  dan  perselisihan  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak ada memberikan

nafkah lahir dan batin; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  permasalahan  tersebut  dari  cerita

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat masih

satu rumah tetapi beda kamar dari cerita Penggugat;

- Bahwa  saksi  mengetahui  dan  melihat  jika  Penggugat  dan

Tergugat makan sendiri-sendiri dan sudah tidak saling peduli;

- Bahwa setahu saksi Tergugat dulu bekerja di kapal;  

 Bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  Tergugat telah  mengajukan

bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. S3 , umur 62 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami istri, karena saksi adalah abang kandung Tergugat; 

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang sah dan sudah memiliki 2 orang anak;

- Bahwa saksi mengatahui permasalahan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat dari cerita Tergugat;

- Bahwa dari  cerita  Tergugat  permasalahan dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  karena  Penggugat  menganggap

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

- Bahwa  setahu  saksi  Tergugat  selalu  memberi  nafkah  kepada

Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah sampai saat
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ini;

- Bahwa  saksi  belum  pernah  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat untuk rukun kembali;  

2. S4, umur 28 tahun, dibawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami istri, karena saksi adalah Keponakan Tergugat; 

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat adalah karena masalah nafkah;

- Bahwa Penggugat menganggap Tergugat tidak memberi  nafkah

kepada Penggugat;

- Bahwa  setahu  saksi  Tergugat  selalu  memberi  nafkah  kepada

Penggugat dalam bentuk barang karena saksi sering melihat Tergugat

pergi belanja ke pasar;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

tidak rukun sejak tahun 2020;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan

keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya  Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

pada tanggal 09 Januari  2023 yang pada pokoknya tetap pada  gugatannya,

yakni  ingin  bercerai  dengan Tergugat,  sedangkan  Tergugat juga  telah

menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  pada  tanggal  02  Januari  2023

menyerahkan  semuanya  kepada  Penggugat,  kemudian  kedua  belah  pihak

mohon putusan, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang

perkara ini ;

 Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang

tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  memandang  perlu  untuk  terlebih

dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama
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dan  mengenai  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta mempertimbangkan

mengenai legal standing para pihak;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini merupakan  perkara  perceraian  antara

orang-orang  yang  beragama  Islam  dan  perkawinannnya  dilangsungkan  secara

Hukum Islam,  maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  maka Pengadilan Agama  memiliki

kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam

persidangan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal

di  Jalan Inpres  RT 001  RW 013  Kelurahan  Pulau  Kijang  Kecamatan  Reteh

Kabupaten Indragiri  Hilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

Tembilahan,  maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini

menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang,  bahwa  mengenai  legal  standing  para  pihak,  Penggugat

mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang untuk

menguatkan  dalilnya  Penggugat  mengajukan  alat  bukti  P.  berupa  fotokopi

Kutipan Akta Nikah; 

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah

bermeterai  cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat

dan Tergugat  sebagai  suami  isteri,  sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi

syarat  formil  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2
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ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  P berupa fotokopi  Kutipan

Akta  Nikah sebagaimana  tersebut  di  atas,  maka  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  suami  istri  yang  sah  sehingga  Penggugat  dan  Tergugat

memiliki  legal standing  dan dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai

hak dan berkepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan

untuk  pemeriksaan  perkara  ini,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  datang

menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  melakukan  upaya  damai  di

setiap persidangan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir

kembali dan  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,

sebagaimana  diamanatkan  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang

Perkawinan juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah menempuh proses

mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan

Pasal  4 ayat  (1) Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1

tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di  Pengadilan, bahwa setiap sengketa

perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan

mediasi dengan bantuan Mediator AHMAD KHATIB, S.H.I., Hakim Pengadilan

Agama  Tembilahan,  sebagaimana  Laporan  Hasil  Mediasi  yang  dibuat  oleh

Mediator tanggal 02 januari 2023, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah

karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus dengan penyebab Tergugat dapat memberi nafkah yang layak kepada

Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  terkadang-kadang

masih  satu  rumah  tetapi  tidak  satu  kamar  lagi  dan  sudah  tidak  pernah

berhubungan badan sejakn tahun 2017 sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

telah  menyampaikan  pengakuan  dalam  jawabannya  secara  lisan di

persidangan  terhadap  dalil  gugatan  Penggugat  pada  dasarnya  Tergugat

mengakui  sebagian dan membantah sebagian dalil  gugatan Penggugat  dan

Tergugat  menyerahkan  semuanya  kepada Penggugat,  oleh  karena  itu

Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama

dengan dalil  sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang diatur  dalam

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan

juncto Pasal  116  huruf  (f)  Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang

Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 134

Instruksi  Presiden Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,

Majelis  Hakim harus memeriksa saksi-saksi  dari  pihak keluarga atau orang-

orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. 

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil  gugatannya,  Penggugat

telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama

S1 dan S2, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta

otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai  cukup (nazegelen)

dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur

formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2

ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima

dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P tersebut,  pada  pokoknya  memuat

data  yang  relevan  dengan  posita  angka  1  mengenai  hubungan  Penggugat
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dengan  Tergugat  sebagai  suami  istri  yang  sah.  Sehingga  patut  dinyatakan

terbukti  hubungan Penggugat  dengan Tergugat  adalah suami  istri  sah yang

menikah pada tanggal  14 Februari  1993 dan sampai  saat  ini  belum pernah

putus karena percerain, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak

yang  berkepentingan  hukum  dalam  perkara  ini  (legitima  persona  standi  in

judicio);

Menimbang, bahwa bukti  surat P merupakan bukti  yang menyatakan

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang

dekat  Penggugat  yang  tidak  dilarang  untuk  didengar  kesaksiannya  dalam

perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta

masing-masing  telah  memberikan  kesaksiannya  di  bawah  sumpah.  Oleh

karenanya  secara  formal  sesuai  ketentuan  Pasal  22  Paraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan

didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya

menerangkan  hal  yang  sama  dan  didasarkan  atas  pengetahuannya  secara

langsung,  bahwa  para  saksi  mengetahui  kalau  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat  sudah tidak rukun lagi,  maka hal  tersebut  cukup memberi

petunjuk  bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagai  suami

istri,  ditambah dengan keteguhan Penggugat  untuk meneruskan gugatannya

dan keteguhan Tergugat juga mau berpisah dengan Penggugat, sehingga sulit

mendamaikan  Penggugat  dengan  Tergugat,  hal  tersebut  dikarenakan

perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak dapat memberi

nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja,  bahkan

Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah  kamar sejak  tahun  2017 sampai

sekarang; 

Menimbang,  bahwa keterangan para  saksi  yang diajukan oleh Penggugat

keduanya  saling  bersesuaian  dan  tidak  bertentangan  satu  dan  lainnya  dan

mendukung  dalil-dalil  gugatan  Penggugat.  Oleh  karenanya,  keterangan  saksi

tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  sesuai  ketentuan Pasal  306-309  R.Bg,

sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;
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Menimbang,  bahwa  demikian  pula  dengan  Tergugat  yang  mana  untuk

membuktikan  dalil-dalilnya, Tergugat  telah  mengajukan  alat  bukti  berupa  2

(dua) orang saksi yaitu S3  dan S4;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat di persidangan,

setelah  diperiksa  oleh  Majelis Hakim,  saksi  tersebut  adalah adik  kandung

Tergugat dan  Tetangga  Tergugat,  bukan  saksi  yang  terlarang  sebagaimana

ketentuan  Pasal  172 R.Bg,  saksi  tersebut  telah  dewasa atau  cakap  hukum

sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai

kehendak  Pasal  175  R.Bg,  maka  saksi  tersebut  memenuhi  syarat  formil

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang,  bahwa  2 (dua) orang saksi  yang diajukan Tergugat  telah

memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  menerangkan  bahwa  saksi

mengetahui tantang hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

dan dalam membina rumah tangga, tetapi saksi mendapat cerita dari Tergugat

bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan

Tergugat saat ini telah berpisah kamar sejak tahun 2017;

Menimbang,  bahwa keterangan  para  saksi  yang diajukan oleh Tergugat

keduanya  saling  bersesuaian  dan  tidak  bertentangan  satu  dan  lainnya  dan

menyatakan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  rukun  dan  tidak  harmonis  lagi  dan  menurut  saksi  sudah  sulit  untuk  di

damaikan.  Oleh  karenanya,  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat

materil  sesuai  ketentuan  Pasal  306-309  R.Bg,  sehingga  patut  diterima  dan

dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pengakuan  Tergugat  serta  alat-alat

bukti  yang  diajukan  oleh  Penggugat,  Majelis  Hakim  menyimpulkan  terbukti

fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah

pada tanggal 14 Februari 1993 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

2. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  harmonis  lagi,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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3. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  mengakibatkan  Penggugat  dengan  Tergugat  berpisah

kamar sejak tahun 2017, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama

kurang lebih 5 tahun lebih;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dinasehati  dan diupayakan

damaikan agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan

fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah

dan  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat sudah  pecah  (broken  home)

sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa  terhadap  perkara  ini  dapat  diterapkan  pula

yurisprudensi Mahakamah Agung Rl Nomor 379 KlAGl1995 tanggal 26 Maret

1997  yang  abstraksi  hukumnya  menyatakan  apabila  suami  istri  terjadi

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat

relevan untuk  mempertimbangkan Yurisprudensi  Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996  yang menyatakan “bahwa

dalam percekcokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau

tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”

maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun

salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”; 

Menimbang,  bahwa oleh karena itu  tanpa perlu  mencari  pihak mana

yang  menjadi  penyebab  terjadinya  permasalahan  rumah  tangga  ini,  Majelis

Hakim berpendapat  bahwa rumah tangga  Pemohon dengan Termohon tidak

mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang

kekal  dan  bahagia  sebagaimana  yang  diharapkan  Pasal  1  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan rumah tangga yang  sakinah,
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mawaddah  wa  rahmah sebagaimana  diharapkan  Pasal  3  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara  aquo  Majelis Hakim perlu merujuk

kepada hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal  28

Maret  2014  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hail  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah  Agung  Tahun  2013  sebagai  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  bagi

Pengadilan,  dimana dinyatakan bahwa indikator  rumah tangga sudah pecah

(broken marriage)  antara lain:  sudah ada upaya damai tetapi  tidak berhasil,

salah  satu  pihak  atau  masing-masing  pihak  meninggalkan  kewajibannya

sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  untuk  menciptakan  keluarga

yang  sakinah,  mawaddah dan  rahmah sebagaimana  yang  dimaksud  dalam

surat ar-Rum ayat 21:

Artinya: “Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  telah
menciptakan untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu merasa
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu
rasa kasih dan sayang,  sesungguhnya pada yang demikian itu  benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”;

Menimbang,  bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sebagaimana  yang  diuraikan di  atas,  tidak  mungkin lagi  mencapai

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan,  dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi,

sedangkan  kaidah  fiqhiyah  yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis

menyatakan:
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Artinya:  “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih

manfaat.”;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di  atas,

maka  Majelis  Hakim  berpendapat  dalil  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi

maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum  Islam,  oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  telah  mempunyai  dasar

hukum;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  seluruh  rangkaian  pertimbangan

sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  petitum

angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat patut dikabulkan

dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa terkait  dengan  petitum  Penggugat  angka  3  (tiga)

yaitu  mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk

dalam bidang  perkawinan,  maka  sesuai  dengan  maksud  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama,  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat  semua peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat  (T) terhadap Penggugat

(P);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  seluruh  biaya

perkara sejumlah Rp 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal  23 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah., oleh kami  ZULFIKAR, S.H.I
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sebagai  Ketua  Majelis,  AMRY  SAPUTRA,  S.H.  dan MUHAMMAD

AIDZBILLAH,  S.Sy.  masing-masing sebagai  Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi  oleh Para Hakim Anggota tersebut,

dibantu  ABDUL  AZIS,  S.H sebagai  Panitera  Pengganti  yang  dihadiri  oleh

Penggugat dan Tergugat;

 Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I 

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

AMRY SAPUTRA, S.H. MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H

Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 800.000,00
PNBP relaas panggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
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Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 920.000,00
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